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Motifs, Legal study consist of secondary data derived from primary,
Protection, Mediation, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected
Dispute Resolution. through library research and analyzed using a qualitative
Pendahuluan method. The results of the study indicate that Law Number 28

of 2014 concerning Copyright has established a comprehensive
legal protection framework for batik motifs as copyrighted
works with both cultural and economic value. Such protection is
provided through preventive measures in the form of automatic
copyright protection upon the creation of a work and copyright
registration facilities that serve as important legal evidence. In
addition, repressive protection is available through civil
lawsuits, criminal sanctions, and out-of-court dispute resolution
mechanisms. The study further finds that mediation, as
requlated under Article 95 of Law Number 28 of 2014
concerning Copyright, constitutes an effective dispute
resolution mechanism in protecting the rights of copyright
holders of batik motifs. Mediation not only ensures legal
certainty and the restoration of the creator’s economic and
moral rights but also preserves harmonious relationships
between the parties and supports the protection of cultural
values embodied in batik motifs. Therefore, mediation serves as
a dispute resolution instrument that is consistent with the
principles of justice, legal certainty, and legal benefit in
copyright protection for batik motifs.

PENDAHULUAN
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang berperan penting
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dalam memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi kreatif. Salah satu rezim HKI yang memiliki peranan strategis adalah
hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan
berdasarkan kemampuan intelektualnya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menganut prinsip deklaratif,
yaitu hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Salah satu objek yang memperoleh perlindungan hak cipta adalah karya seni batik
atau seni motif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) hurufj Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa motif
batik tidak hanya memiliki nilai estetika dan budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh penciptanya. Sebagai salah satu pusat perkembangan batik di Indonesia,
Kota Surakarta memiliki berbagai motif batik yang berkembang melalui kreativitas para
pengrajin dan pelaku usaha batik. Selain motif tradisional yang termasuk dalam kategori
Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), perkembangan industri batik juga melahirkan berbagai
motif kontemporer yang merupakan hasil ciptaan individu dan karenanya memperoleh
perlindungan hak cipta.

Meningkatnya nilai ekonomi motif batik kontemporer di sisi lain menimbulkan
berbagai permasalahan hukum. Kemajuan teknologi produksi tekstil memungkinkan
terjadinya penggandaan dan reproduksi motif batik secara cepat melalui teknologi digital
printing tanpa izin dari pencipta. Praktik penjiplakan, pembajakan, dan penggunaan motif
batik secara komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta masih sering ditemukan dalam
praktik. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan pencipta dari aspek ekonomi, tetapi juga
berpotensi melanggar hak moral yang melekat pada karya cipta. Akibatnya, tujuan
perlindungan hukum yang diharapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya
terwujud secara efektif.

Permasalahan perlindungan hak cipta motif batik juga dipengaruhi oleh rendahnya
kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan ciptaan serta terbatasnya
pemahaman mengenai mekanisme penegakan hak cipta. Meskipun hak cipta lahir secara
otomatis, pencatatan ciptaan tetap memiliki fungsi penting sebagai alat bukti apabila terjadi
sengketa. Dalam praktiknya, tidak sedikit sengketa yang muncul karena Kkesulitan
pembuktian mengenai pihak yang pertama kali menciptakan suatu motif batik.

Selain melalui mekanisme litigasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta juga memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian
sengketa, salah satunya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Mediasi dipandang
sebagai mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dibandingkan proses peradilan.
Di samping memberikan kepastian hukum, mediasi juga berpotensi menjaga hubungan para
pihak dan mendukung keberlanjutan aktivitas usaha dalam industri batik. Oleh karena itu,
efektivitas mediasi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik
perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk
perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis sejauh mana penyelesaian
sengketa melalui mediasi mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi
pemegang hak cipta motif batik.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis
perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum normatif digunakan untuk
mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan
yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan penyelesaian sengketa hak cipta melalui
mediasi. Selain menelaah peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga didukung oleh
studi kepustakaan terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan
objek kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah
berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu,
pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak
moral, hak ekonomi, hak cipta, serta konsep alternatif penyelesaian sengketa melalui
mediasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum
primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum
sekunder terdiri atas buku-buku hukum kekayaan intelektual, artikel jurnal ilmiah, hasil
penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan perlindungan hak cipta
motif batik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, direktori
peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi lainnya yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi
dokumentasi terhadap berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak
cipta motif batik. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum
yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan khusus mengenai perlindungan hukum
bagi pemegang hak cipta motif batik dan efektivitas mediasi sebagai mekanisme
penyelesaian sengketa hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Motif Batik Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Batik merupakan salah satu karya seni yang memiliki nilai budaya, filosofis, dan
ekonomis yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Pengakuan batik sebagai warisan budaya dunia
oleh UNESCO semakin memperkuat posisi batik sebagai identitas nasional yang harus
dilindungi keberadaannya. Di tengah perkembangan industri kreatif, motif batik tidak hanya
berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai
komersial tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan motif batik rentan terhadap berbagai
bentuk pelanggaran, seperti peniruan, penggandaan tanpa izin, hingga klaim kepemilikan
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oleh pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap motif batik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam ketentuan tersebut, perlindungan
terhadap batik dibedakan berdasarkan karakteristik motifnya. Motif batik tradisional yang
merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memperoleh perlindungan
berdasarkan Pasal 38 UUHC. Hak atas ekspresi budaya tradisional tersebut dipegang oleh
negara sebagai representasi kepentingan masyarakat yang secara turun-temurun
melestarikan budaya tersebut. Oleh karena itu, motif-motif tradisional seperti Parang,
Kawung, dan motif klasik lainnya tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh individu tertentu.

Sebaliknya, motif batik yang merupakan hasil kreativitas individual memperoleh
perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC yang mengatur mengenai karya
seni batik atau seni motif lainnya. Perlindungan ini diberikan kepada pencipta yang
menghasilkan motif baru dengan unsur orisinalitas tertentu. Dengan demikian, motif batik
kontemporer yang lahir dari kreativitas perancang atau pengrajin dapat menjadi objek hak
cipta sepanjang memenuhi unsur keaslian dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan UUHC, perlindungan terhadap motif batik mencakup dua jenis hak
utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC
merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ini memberikan
kewenangan kepada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan
karya serta mempertahankan integritas ciptaannya dari perubahan yang dapat merusak nilai
atau makna karya tersebut. Dalam konteks motif batik, hak moral berfungsi menjaga
hubungan personal antara pencipta dengan karya yang dihasilkannya.

Perlindungan hak moral sejalan dengan teori perlindungan hukum yang
menempatkan karya cipta sebagai perwujudan kepribadian pencipta. Oleh karena itu,
tindakan yang menghilangkan identitas pencipta atau mengubah motif tanpa persetujuan
dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan hak pribadi pencipta.
Perlindungan ini menjadi penting karena banyak motif batik mengandung nilai filosofis dan
simbolik yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan penciptanya.

Selain hak moral, UUHC juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHC. Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif
kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari
ciptaannya. Bentuk pemanfaatan tersebut meliputi penggandaan, distribusi, pengumuman,
lisensi, maupun bentuk penggunaan komersial lainnya. Dalam industri batik, hak ekonomi
menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa pencipta memperoleh imbalan yang
layak atas kreativitas dan investasi yang telah dikeluarkannya.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hak ekonomi merupakan bentuk
perlindungan terhadap kepentingan harta kekayaan pencipta. Karya cipta dipandang sebagai
benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga memerlukan perlindungan yang
setara dengan hak milik lainnya. Perlindungan ini bertujuan mencegah pihak lain
memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui tindakan peniruan atau pembajakan motif
batik.

UUHC juga menyediakan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif.
Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui mekanisme pencatatan hak cipta pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun sistem hak cipta di Indonesia
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menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan,
pencatatan tetap memiliki fungsi penting sebagai alat bukti awal yang kuat apabila terjadi
sengketa di kemudian hari.

Urgensi pencatatan hak cipta dapat dilihat dari sengketa motif “Batik Hijau” yang
melibatkan Yudi Surjadi. Dalam perkara tersebut, Yudi Surjadi terbukti sebagai pencipta
pertama motif batik yang disengketakan, namun karena tidak melakukan pencatatan hak
cipta, proses pembuktian kepemilikannya menjadi lebih kompleks. Putusan pengadilan
memang mengakui Yudi Surjadi sebagai pencipta asli berdasarkan prinsip deklaratif dalam
hukum hak cipta, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa pencatatan hak cipta tetap memiliki
peranan strategis dalam memperkuat posisi hukum pencipta ketika terjadi sengketa.

Perlindungan preventif juga dilakukan melalui pengembangan sistem Persetujuan
Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC) yang memungkinkan pencatatan dilakukan secara
elektronik dengan prosedur yang lebih sederhana. Kebijakan ini merupakan upaya negara
untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pengrajin batik,
terhadap perlindungan hukum di bidang hak cipta.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme
penyelesaian sengketa baik secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 95 UUHC,
pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan
Niaga. Melalui jalur ini, pemegang hak dapat meminta penghentian penggunaan motif tanpa
izin, penyitaan barang hasil pelanggaran, serta pembayaran ganti rugi atas kerugian yang
diderita.

Selain itu, UUHC juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang
dilakukan secara komersial. Pasal 113 UUHC memberikan ancaman pidana penjara dan
denda bagi pihak yang dengan sengaja melanggar hak ekonomi pencipta. Ketentuan pidana
tersebut bertujuan memberikan efek jera serta menciptakan kepastian hukum bagi para
pelaku industri kreatif.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap motif batik masih
menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran
hukum para pengrajin, minimnya pencatatan hak cipta, tingginya nilai ekonomi motif batik,
serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab terjadinya sengketa.
Kondisi ini terlihat pada berbagai kasus peniruan motif batik yang terjadi di beberapa
daerah, termasuk kasus yang dialami oleh Sarifah Soraya di Kota Jambi, di mana motif
ciptaannya diproduksi dan diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa izin.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik menurut
UU Nomor 28 Tahun 2014 pada dasarnya telah memberikan jaminan yang cukup
komprehensif melalui pengaturan hak moral, hak ekonomi, perlindungan preventif, dan
perlindungan represif. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat
bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pencatatan hak cipta, serta
konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan
sinergi antara pemerintah, pelaku industri batik, dan masyarakat untuk memastikan bahwa
perlindungan hukum terhadap motif batik dapat berjalan secara efektif serta mampu
menjaga keberlangsungan warisan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia.

2.Mediasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Motif
Batik dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
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2014 tentang Hak Cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta tidak selalu harus ditempuh melalui jalur litigasi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ruang bagi
penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya mediasi.
Keberadaan mediasi memiliki posisi yang penting karena selain berfungsi sebagai
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, juga
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, termasuk pemegang hak
cipta motif batik.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menentukan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian
sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (4) mengatur bahwa
sebelum dilakukan tuntutan pidana, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi,
kecuali terhadap pelanggaran yang berbentuk pembajakan. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengedepankan penyelesaian sengketa
secara damai sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan
hak daripada penghukuman.

Dalam konteks sengketa motif batik, keberadaan mediasi menjadi sangat relevan
mengingat objek sengketa tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai
budaya dan identitas daerah. Sengketa yang berkaitan dengan penggunaan tanpa izin,
peniruan motif, maupun klaim kepemilikan atas suatu motif batik sering kali melibatkan
hubungan sosial dan ekonomi yang masih berkelanjutan antara para pihak. Oleh karena itu,
penyelesaian melalui mediasi dipandang lebih mampu menjaga hubungan tersebut
dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan yang bersifat adversarial.

Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta memang tidak mengatur secara rinci
mengenai prosedur mediasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam
praktiknya, proses mediasi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa
dirugikan disertai bukti kepemilikan hak cipta dan uraian kerugian yang dialami.
Selanjutnya, mediator yang netral akan memfasilitasi perundingan guna mencari titik temu
antara para pihak. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam akta
perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, apabila mediasi gagal,
para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata maupun jalur
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi memberikan perlindungan hukum yang efektif
terhadap dua hak utama yang dimiliki pemegang hak cipta motif batik, yaitu hak moral dan
hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral tercermin melalui kemungkinan dicapainya
kesepakatan yang mewajibkan pencantuman nama pencipta, pengakuan atas status
pencipta, maupun penghentian tindakan yang dapat merusak keaslian dan integritas motif
batik. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana pemulihan atas pelanggaran hak
moral yang dialami pencipta.

Selain itu, mediasi juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang
hak cipta. Melalui proses perundingan, para pihak dapat menyepakati bentuk ganti rugi,
pembayaran royalti, maupun pemberian lisensi penggunaan motif batik. Bentuk
penyelesaian semacam ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan putusan pengadilan karena
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memungkinkan lahirnya kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Dalam
beberapa kasus sengketa motif batik, penyelesaian melalui mediasi bahkan menghasilkan
kerja sama usaha antara pencipta dan pihak yang sebelumnya melakukan pelanggaran,
sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, mediasi merupakan bentuk perlindungan
hukum yang mengandung unsur preventif dan represif sekaligus. Aspek preventif terlihat
dari upaya mencegah eskalasi sengketa menuju proses litigasi yang panjang dan berbiaya
tinggi. Sementara itu, aspek represif tercermin dari adanya mekanisme pemulihan hak
melalui pemberian kompensasi, penghentian pelanggaran, maupun pengakuan atas hak-hak
pemegang hak cipta yang telah dilanggar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mediasi memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Pertama, proses mediasi lebih cepat dan
efisien karena tidak terikat pada prosedur formal sebagaimana persidangan. Kedua, biaya
yang dikeluarkan relatif lebih rendah sehingga lebih mudah diakses oleh pengrajin batik
yang sebagian besar berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, sifat
kerahasiaan dalam mediasi dapat menjaga reputasi para pihak serta nilai komersial motif
batik yang disengketakan. Keempat, mediasi memungkinkan lahirnya solusi yang lebih
fleksibel dan berorientasi pada kepentingan bersama, seperti perjanjian lisensi, pembagian
royalti, maupun kerja sama produksi. Kelima, tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi
cenderung lebih tinggi karena kesepakatan dibuat berdasarkan kehendak para pihak sendiri.

Dengan demikian, mediasi dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum
yang efektif bagi pemegang hak cipta motif batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keberadaan mediasi tidak hanya memberikan kepastian
hukum dan pemulihan hak bagi pencipta, tetapi juga mendukung pelestarian nilai budaya
batik serta menjaga keberlangsungan hubungan ekonomi di antara para pelaku industri
batik. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak
cipta motif batik perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan
hukum yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif
bagi pemegang hak cipta motif batik melalui perlindungan terhadap hak moral dan hak
ekonomi. Hak moral memberikan jaminan atas pengakuan identitas pencipta serta keutuhan
karya yang diciptakannya, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif
kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan
tersebut didukung oleh mekanisme preventif berupa prinsip perlindungan otomatis dan
pencatatan ciptaan sebagai alat bukti hukum, serta mekanisme represif melalui gugatan
perdata, sanksi pidana, dan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, sistem perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-
Undang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang memadai dalam melindungi
kepentingan pencipta motif batik dari berbagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal
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95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbukti mampu memberikan
perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta motif batik. Mediasi tidak hanya
berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya
relatif rendah, tetapi juga mampu memberikan pemulihan terhadap hak moral dan hak
ekonomi pencipta tanpa mengabaikan hubungan baik antar para pihak. Selain itu, mediasi
sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta mendukung
pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam motif batik sebagai bagian dari kekayaan
intelektual bangsa Indonesia.

Saran

Pencipta, pengrajin, dan pelaku usaha batik perlu meningkatkan kesadaran hukum
dengan melakukan pencatatan hak cipta atas motif batik yang diciptakan sebagai langkah
preventif untuk memperkuat alat bukti kepemilikan hak cipta apabila terjadi sengketa di
kemudian hari.

Sebelum menciptakan atau mengembangkan suatu motif batik, pencipta dan pelaku
usaha perlu melakukan identifikasi terhadap status motif yang digunakan guna menghindari
pelanggaran terhadap Ekspresi Budaya Tradisional maupun hak cipta milik pihak lain.

Penyelesaian sengketa hak cipta motif batik sebaiknya mengedepankan mediasi atau
alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi, karena lebih efektif dalam
memberikan pemulihan hak sekaligus menjaga hubungan para pihak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi
mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya kepada pelaku industri batik di
berbagai daerah, guna meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perlindungan yang
lebih optimal terhadap karya cipta motif batik.
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